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Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 25
Tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik.

Pendahuluan

Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009,
Penyelenggaraan
pelayanan publik

(SK KMA) Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang
Standar Pelayanan
Peradilan

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Penyandang Disabilitas sudah berjalan sejak tahun 2022
Layanan ini khususnya difokuskan pada Pengadilan Militer Tinggi Il Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas
pokok memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dan membantu menyelesaikan permasalahan hukum

yang timbul di masyarakat. Hak untuk hadir di pengadilan merupakan hak asasi manusia yang bernilai
fundamental, dan tidak mendiskriminasi berdasarkan disabilitas. Sayangnya, banyak dari mereka yang masih
menerima perilaku diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan undang-undang: bahwa setiap
orang yang secara resmi diakui sebagai "Penyandang Disabilitas" seharusnya berhak atas akomodasi yang
layak tergantung pada tingkat kewenangannya

sidoarjo

(SK Ditjenbadilmiltun) Nomor

252/DIMT/KEP/OT.01.3/VI/2
022 tentang Pedoman

Pelaksanaan Layanan bagi
Penyandang Disabilitas
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DATA EMPIRIS

Jumlah Perkara

Tingkat Banding Tingkat Pertama

Pengguna layanan
Disabilitas

2022 213 40 17 orang
2023 218 35 21 orang
2024 149 27 12 orang
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Kelima



Penelitian Terdahulu Teori dan Indikator

George Edward Il

(1980)
yang meliputi:




Tujuan Penelitian
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METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan Penelitian

1 Deskriptif dengan pendekatan kualitatif

o Informan Penelitian
Fokus Penelitian | Kepala Pengadilan, Hakim Tinggi, Petugas

Implementasi penyediaan hak aksesibilitas serta

layanan prima terhadap penyandang disabilitas P, R PEENEY BIEILES (& @)
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Hasil Pembahasan

1. Komunikasi

Komunikasi fidak sesuai dengan feori yang sudah
dikemukakan, seperti sosialisasi tidak dilakukan secara langsung
kepada Penyandang Disabilitas, Implementasi bimbingan teknis
yang dilakukan tidak secara berkala dan dalam penyampaian
materi bimbingan tfeknis tidak dijelaskan secara signifikan
mengenai Pelayanan yang dikhususkan kepada penyandang
disabilitas sehingga Peftugas PTSP kurang memahami informasi
yang diberikan.
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Hasil Pembahasan

2. Sumber daya

sumber daya, dapat dikatakan tidak sesuai. Dalam
implementasi  PTSP  pada penyandang disabilitas masih
kekurangan sumber daya manusia sepertfi pegawai ataupun
staf PTSP yang belum responsive dalam memberikan pelayanan
Kepada Masyarakat khususnya penyandang disabilitas karena
kurangnya pelatihan yang diselenggarakan dan masih ada
pegawal yang mendapatkan beban kerja berlebih karena
adanya keterbatasan jumlah pegawai yang dimiliki, Selain itu
akses Informasi berupa sosialiasi  secara langsung ke
penyandang disabilitas masih belum dilakukan, tidak hanya-itu
sarana / fasilitas yang tersedia masih belum memadai dalam
menunjang pelaksanaan kegiatan

— \ . . i . universitas :
l MS"’:D< @ www.umsida.ac.id umsida1912 3 umsidal912 f pyhaenmiadiyah @ umsidal912



Hasil Pembahasan

3. Disposisi

aspek disposisi  sudanh  sesuai  dan berjalan  maksimal,
sebagaimana dalam Teori disposisi berfokus pada kepribadian
dan ciri-cin pelaksana, seperti kejujuran, sifat demokratis, dan
komitmen dalam menjalan afuran yang sudah ada. Jelas
oahwa pelaksana kebijokan dan masyarakat mendukung
Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pinfu bagi Penyandang
Disabilitas, karena dapat membantu memberikan pelayanan
yang optimal dan prima serfa menumbuhkan komitmen,
kejujuran, dan sifat demokrafis, jika orang yang menerapkan
memiliki  sikap pOsItif, I kemudian akan dapat

mengimplementasikan  kebijokan dan keinginan pembuat
kebijakan.
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Hasil Pembahasan

4. Struktur Birokrasi

. Aspek Struktur birokrasi sudah sesuai , implementasi kebijakan
yang menjadi salah satu aspek terpentingnya merupakan
standar operasonal prosedur (SOP), SOP merupakan dasar
pelaksanaan, jika tidak sesuai dengan SOP maka dapat
menciptakan inefisiensi maupun inefektivitas dalam proses
Implementasi, karena pada pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Bagi Penyandang Disabilitas sudah berjalan dengan
dibuktikannya adanya SOP pada masing-masing Bidang PTSP.
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Temuan Penting Penelitian

1. Sumber Daya Manusia, Kebijakan terbbaru tahun 2025 PTSP sudah
dibentuk sesuail sprin dari Kadilmilti sebanyak 17 orang yang
tugasnya saling bergantian setiap harinya dan disesuaikan dengan
jabatan/fungsi yang ada pada masing-masing bidang PTSP.

2. peningkatan sarana dan prasarana  pengadilan yang
membutuhkan perbaikan maupun pengadaan langsung yang
disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Pagu RKA-KL
atau Pagu revisi RKA-KL di fiap tahunnya™.
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